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Keamanan Negara

Perspektir tentang negara adalah konsepsi abstrak mengenai nation-state, yang sosoknya diwakili oleh Pemerintah, sementara perspektif tentang Nasional lebih merujuk pada entitas fisik kewilayanan atau batas-batas teritorial suatu nation-state. Oleh karena itu, keamanan negara merujuk pada pemeliharaan dan kelangsungan kehidupan nation-state, yang dapat diukur dari parameter-parameter survuvalitas Pemerintah, dalam pengertian sebagai sosok atau wujud kongkret negara. Pemerintah dimaknakan bukan sebagai rejim pemerintahan. Pemerintah atau rejim pemerintahan dapat,bahkan harus, berganti-ganti, tetapi Pemerintah sebagai representasi Negara tidak dapat dan tidak boleh berubah-ubah.

Pertanyaan yang muncul kemudian, siapakah yang “berwenang” memelihara dan menjaga survivalitas itu? Sekalipun banyak institusi pemerintahan yang ”dibebani” (imbued) dengan kewenangan dan tugas seperti itu, fokus perhatian harus ditujukan pada dua institusi terpenting dalam domain ini, yaitu TNI dan Polri. Kedua institusi ini memang dibentuk untuk itu. Salah satu alasan adalah, militer dan polisi diberi kewenangan untuk menggunakan kekerasan dan senjata.

Kewenangan tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah parameter guna mengukur derajat kinerja masing-masing. Bagi Polri, rumusan umu yagn diterima adalah terciptanya keamanan dan rasa aman masyarakat. Keduanya konsep ini dioperasionalkan lagi  ke dalam sejumlah indikator seperti perlindungan bagi keselamatan nyawa dan harta benda masyarakat. Sebaliknya, tentara bertugas menjaga dan memelihara keutuhan nation-state dalam pengertian fisik teritorial. Diantara keduanyalah masih terbentang perbedaan tafsir atas apa yang umum disebut sebagai “wilayah abu-abu” (grey area). Harus ditegaskan di sini, bahwa “wilayah abu-abu” bagi polisi lebih menyangkut pada protap mekanisme pengambilan keputusan, prosedur operasi gabungan (seperti dalam hal BKO) dan rincian lain yang landasan kewenangannya sudah jelas.

Tetapi, sejarah peradaban yang menyangkut Negara dan Pemerintah sebagai representasinya, secara tegas dan formal telah memisahkan kedua institusi terebut sebagai institusi militer dan institusi sipil. TNI adalah institusi militer,dan Polri adalah institusi sipil, derivasi lebih lanjut dari status, fungsi dan peran tersebut bersifat kompleks dan bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Salah satu contoh kecil adalah perbedaan tugas untuk membunuh bagi militer dan melumpuhkan bagi polisi. Tafsir atas peran ini masih beragam, sebagaimana tampak pada perdebatan mengenai Protap Dalmas yang disusun Polri.

Pembidangan dan Kapasitas Institusional

Dengan perbedan status, fungsi dan peran tersebut, Polri merumuskan peran dirinya sebagai “melindungi, mengayomi, dan melayani”. Dikaitkan dengan konsep-konsep dan perspektif di atas, maka dirumuskanlah bidang-bidang tugas ke dalam “pemeliharaan keamanan dan ketertiban” (order maintenance), “pencegahan kejahatan” (crime prevention), dan penegakan hukum (law enforcement). Pembagian bidang, atau bahkan domain ini membawa konsekuensi keluasaan rentang peran dan tugas Polri, sehingga seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai kapasitas institusional untuk menjalankannya.

Di sisi lain, luasnya cakupan kewenangan dan bidang tugas itulah yang melandasi status institusional Polri. Munculnya berbagai tekanan supaya Polri merumuskan dan memilih domain yang spesifik, seperti order maintenance atau law enforcement saja. Jika pilihan pertama yang diambil, maka (dalam perspektif ini) Polri secara struktural harus ditempatkan di bawah Departemen Dalam Negeri. Jika pilihan kedua yang dilakukan, maka Polri harus berada di bawah Departemen Kehakiman (dan perundang-undangan atau Hukum dan HAM – sesuai dengan perubahan nama dan nomenklatur institusi pemerintahan sipil).

Sekalipun perpektif ini mengikuti paham universal, konteks dan lingkungan strategis nasional Indonesia dipandang dan dipercaya masih belum kondusif, setidaknya untuk masa 4-6 periode pemerintahan mendatang, atau 20 hingga 30 tahun mendatang. Segmetasi dan pengurangan peran untuk memelihara survivalitas Negara dan Pemerintah sebagai representasi Negara, hanya akan menurunkan kapasitas survival Negara itu sendiri. Keyakinan ini tentu berbeda dengan  apa yang terjadi pada militer (TNI) karena persepsi yang berbeda atas fungsi dan peran militer serta karena rumusan mengenai jenis ancaman yang berbeda pula.

Perkembangan empirik pemerintahan, khususnya dengan penerapan Otonomi Daerah, menunjukkan kecenderungan penguatan institusi Pemerintahan Daerah dalam hal order maintenance. Penampakan kongkret adalah membesarnya Dinas-dinas Keamanan dan Ketertiban (Tramtib) di seluruh Pemda di Indonesia. Tetapi, harus dicatat bahaw tugas-tugas pemeliharaan yang dilakukan oleh institusi semacam Tramtib juga menyangkut persoalan hukum, dan teritama keabsahan dalam menggunakan kekerasan sebagai instumen pemaksa. Kewenangan seperti itu adalah kewenangan polisional.

Pertimbangan-pertimbangan itulan (sekalipun tidak dirumuskan secara eksplisit) yang justru melandasi luasnya cakupan kewenangan Polri. Pernyataan yang kemudian muncul, apakah struktur, postur dan kultur Polri memadai untuk mengemban fungsi, peran, dan tugas-tugas tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini bisa posotif, bisa pula negatif, tergantung dari perspektif melihatnya. Sebagai contoh, standar ideal menurut PBB bagi polisi dibandingkan dengan populasi yang dilayani adalah 1:400. Angka ini baru didekati oleh Polda Bali, sementara masih banyak Polda lain yang perbandingannya di atas 1:1000. ini saja belum memperhitungkan faktor geografis; jika ratio sudah ideal pun tetapi secara geografis mencakup wilayah yang sangat luas, ratio tersebut kurang bermakna tanpa dukungan infrastruktur sarana dan prasarana tugas yang memadai.

Salah satu langkah yang ditempuh oleh Polri kemudian adalah “validasi” organisasi, yang dilakukan hampir secara terus menerus, demi mengantisipasi perkembanga dan tantangan tugas tersebut. Selain itu, Polri secara konsisten juga melakukan desentralisasi kewenangan, mulai dari penguatan prinsip diskresi pada domain gakkum, sebagaimana semakin terlihat dalam proses-proses penyelidikan (lidik) dan penyidikan (sidik) pada domain dan tahap gakkum, hingga desentralisasi kewenangan institusional. (Yang paling terasa secara eksternal adalah “desentralisasi proyek-proyek Polri” hingga ke tingkat Polres; tetapi, sesungguhnya secara internal dan struktural, lebih signifikan pada Orsatwil dan fungsi-fungsi didalamnya – “atasan” dalam suatu fungsi hanya sebagai pembina fungsi Orsatwil dibawahnya).

Tetapi, itu semua tidak cukup, karena masih dibutuhkan kuantitas dan kualitas personel yang memadai. Semuanya  memerlukan dukungan dana yang cukup, sementara pemerintah masih sangat kekurangan dana-dana pembangunan. Disinilah masih terbuka ruang diskusi.
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